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KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akumabilitas Keuangan Negara 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R1

Puji dan s^oikur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa karena atas rahmat dan karuiiia-Nya, schingga pcnyusunan dan pcnyajian 
buku Telaahan cerhadap l.aporan Pcmeriksaan Dcngan Tujuan Tertcntu 
(11D'TI') atas BUNIN Bidang Jasa Transportasi pada Semester I 2018, yang 
disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PK.\KN) 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan 
keahlian kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI sebagai 
supporting system dapat terselesaikan.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas PD'l’I' BUNIN sektor Jasa 
Transportasi Semester 1 2018 vang tclah disampaikan dalam Rapat Paripurna 
DPR RI ’I'anggal 2 Oktober 2018 bertujuan untuk menenrukan nilai wajar atas 
kompensasi Kewajiban Pelavanan Publik/Public Serna- Obtigalinn^ dan menilai 
kesesuaian atas peraturan perundang-undangan dan ketenruan yang berlaku 
terhadap pengelolaan pendapatan, biava dan investasi.

Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2018, terdapat 
pemeriksaan dengan tujuan tertenru atas BUNIN Bidang Jasa Transportasi, 
terdiri atas:
1. PDTP atas Pengelolaan Pendapatan Komersial (l3endapatan Non 

Aeronautika) Tahun 2016 dan 2017 (Triwulan I), dan Pemeriksaan Atas 
Kcgiatan Investasi pada Bandara Sockamo Hatta (BSH) mulai dari Tahun 
2010 s.d. 2017 (Triwulan I) pada PT Angkasa Pura II (l^erscro);

2. PDTI’ atas Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Kapal, Penggunaan 
Penyertaan Modal Negara Tahun 2015 dan Kegiatan Pemeliharaan Kapal 
Tahun 2012 sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 di Jakarta, Banten, 
Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara pada PT ASDP Indonesia Perry 
(Persero);
PDTI' atas Pengelolaan Aset Non Produksi di lingkungan Ff KAI 
(lJersero) dan anak perusahaan serta instansi terkait lainnya tahun buku 
2015 s.d. semester 1 2017 pada PT Kereta Api Indonesia (I3crsero);
PDTI’ atas Penvelenggaraan Kewajiban Pelavanan Umum (l5SO) Bidang 
•Nngkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Hkonomi Tahun Anggaran 2017 
pada PT Kereta j\pi Indonesia (I^ersero);
PDTI' atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) Bidang 
Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri Tahun 
Anggaran 2017 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (l-’ersero);

3.

4.

5.
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6. PD'IT atas Pengclolaan Pendapatan Usaha, Pcngcndalian Biaya. dan 
Kegiatan InvestasiTahun 2015 dan 2016 pada I^TJasa Marga (l>crscro) 'llik 

Buku Tclaahan ini dapar digunakan scbagai bahan Badan Akuntabilitas 
Kcuangan Negara DPR RI dalam mclaksanakan tugas dan kewenangannya, 
khususnya untuk mclakukan pendalaman terhadap kinerja BUNIN atas 
pelaksanaan APBN Tahun 2017.

Buku Ringkasan dan Telaahan ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Akhirnva kami ucapkan tcrima kasih kepada scluruh pihak yang tclah membantu 
dalam penyusunan buku ini.

jakarta, November 2018

DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719199103 1003

ii [ Pusdt Knjian.■ IKj\
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Prolog

Badan Usaha Nlilik Negara (BUNIN) sebagaimana diarur dalam Undang-undang 
No 19 Tahun 2003 dirujukan unruk mcmbcrikan sumbangan bagi 
perkembangan pcrekonomian nasiona) pada umumnva dan pcncrimaan negara 
pada khususnya, serta mcnyclenggarakan kemanfaatan umum bcrupa 
pcnycdiaan barang dan/atau jasa vang bcrmuru tinggi dan mcmadai bagi 
pcmenuhan hajat hidup orang banyak.

Olch karcnanva, untuk mcnilai cfektivitas pengelolaan kcgiatan vang dilakukan 
oleh BUMN dalam mcncapai rujuan diaras, maka sccara pcriodik BPK 
melakukan pcmcriksaan acas pengelolaan tcrsebut sebagaimana diarur pada Pasal 
71 (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tenrang Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN).

Sebagaimana hasil pemeriksaan Semester I 2018, BPK melakukan pemeriksaan 
terhadap beberapa BUMN yang bergerak dibidang jasa transportasi dengan 
tujuan sebagai berikut;

1. Menentukan nilai wajar atas kompensasi Kewajiban Pelayanan Publik/PSC) 
pada in* KAI dan Fi' Pelni;

Hasil pemeriksaan dalam menentukan nilai wajar kompensasi PSO pada PT 
KAI, BPK mengungkapkan nilai koreksi PSO PT KAI sebesar 
Rp.l.682.982.370.547,17 dimana sebclumnva perusahaan rclah mcncrima 
pembayaran dari pemcrintah sebesar Rp2.O66.7O1.261.556,00. Selungga 
terdapat selisih lebih dana PSO Tahun .\nggara 2017 sebesar 
Rp383.718.891.008,23.

Sedangkan pemeriksaan dalam menentukan nilai wajar kompensasi KPP 
pada FI* Pelni, BPK mengungkapkan nilai koreksi KPP PT Pelni sebesar 
Rpl.906.905.507.414,77 dimana sebclumnva perusahaan tclah mencrima 
pembayaran dari pemerintah sebesar Rpl.908.416.074.640,12. Schingga 
terdapat selisih lebih bayar KPP sebesar Rpl.510.567.225,35.

2. Menilai kesesuaian atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 
berlaku terhadap pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi pada FI* 
.\ngkasa Pura II, PT ASDP Indonesia l:crr\', PTJasa Marga, dan PT K_\I.

Hasil pemeriksaan dalam mcnilai kesesuaian atas peraturan perundang- 
undangan dan ketentuan vang berlaku terhadap pengelolaan pendapatan, 
biava dan investasi pada FI’ .\P II, PT JM, dan PT K.\I, telah diungkap olch 
BPK beberapa permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
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a. Pencrimaan sclain denda kctcrlambatan bclum dipungut/ditcrima tcrjadi 
pada PT |i\I dan P'i' IC\I

PT |asa Marga bclum mcndapatkan pcmbayaran atas pcngusahaan jalan 
Tol Jcmbatan Suramadu sclama 5 rahun (2012-2016) minimal scnilai 
Rpl 65,47 miliar dan belum mcmperolcli kepastian akan dibayarkan olch 
pemcrintah. Sclain itu, adanya pendapatan dari pemanfaatan lahan tol 
Surabaya-Gempol yang bclum ditcrima minimal sebcsar Rp2,52 miliar, 
karena belum dilakukan pcrpanjangan kontrak dcngan pihak pengguna 
lahan yaitu FI' Pcrtamina (lJersero), Kementerian Energi dan Sumbcr 
Daya Mineral, dan PT Telkom.

Sedangkan pada PT KAI, adanya Pendapatan PT K.\I yang bclum 
diterima/kurang pungut sebcsar Rp8,13 miliar dari sewa kios pada 
emplascmen stasiun dan hasiJ pcngelolaan parkir/iklan, scrta kesalahan 
pengcnaan tarif nilai jual objek pajak pada pcrhitungan kontrak scwa 
rumah pcrusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekurangan 
pencrimaan Icbih besar tcrjadi pada FI' JM (Rpl67,99 milyar) 
dibandingkan dcngan PT K.\l (Rp8,13 miliar). Hal ini tcrjadi karena PT 
JM lemah dalam melakukan koordinasi kepada Kcmentcrian/lembaga, 
dan Badan Usaha terkait.

b. Pemborosan atas kcmahalan harga

Hasil pemeriksaan BPK pada PT Angkasa Pura IT. adanya pcrmasalahan 
pemborosan atas kemahalan harga dcngan rincian sebagai berikut:
1) Selisih harga saruan yang melebihi kewajaran sebesar Rp46,78 miliar 

anrara Rcncana Anggaran Biava (IT\B) Kontrak dcngan R.-\B 
subkontrak untuk pekerjaan yang disubkontrakkan;

2) ScUsih nilai pekerjaan utama sistem aulomakd people mover system 
(.\PMS) vang disubkontrakkan Rp28,01 miliar;

3) Terdapat sebagian lokasi pekerjaan Ainrajt Cm/nd Support Ec^uipment 
System Apron (GSS) Terminal 3 Bandara Sockamo Hatta 
bersinggungan dengan pekerjaan kontrak lain, schingga harus 
dilakukan pembongkaran cor konstruksi aptvn dan mcnambah biaya 
n’lmrk konstruksi Aptvn sebesar Rpl 6,02 miliar;

4) Pcrmasalahan keddakhematan lainnya senilai Rp4,ll miliar.
Dengan demikian, pemborosan atas kcmahalan harga sccara akumulasi 
pada PT .Angkasa Pura II, bemilai Rp94,92 milyar yang disebabkan
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karena kurang ccrmat dalam mclakukan rcviu dan pcngawasan scrta lalai
dalam manjalankan ketcnuian asas dan prinsip pcngadaan vang bcrlaku.

c. Kclcbihan pcmbayaran sclain kckurangan pcncrimaan

Permasalahan ini terjadi pada PT Jasa Marga, dengan uraian scbagai bcrikut:

1) Dupiikasi pcnghitungan kompnnen overhead dan item pekerjaan 
laboratorium, scrta item pekerjaan Sirafipiiig, ViUing. 0verier, (SFO) dan 
rekonstruksi yang dikerjakan pada lokasi yang sama, scrta pekerjaan 
patching dikerjakan beriilang/ dupiikasi senilai Rp3,92 miliar;

2) Pcmbayaran item pekerjaan aras tie har. dowel dan besi ailangan, scrta 
pekerjaan pengecatan guard rail \ ang cidak la\ ak diba\ arkan kepada 
pelaksana pekerjaan senilai Rpl,67 miliar;

3) Kelebilian perhitungan biava mobilisasi kendaraan opcrasional senilai 
Rp59,71 jura;

4) Pcnghitungan analisis harga satuan tidak sesuai dengan spesifikasi 
senilai Rp455,83 juta.

Dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwa PT Jasa Marga mengalami 
kclcbihan pcmbayaran sebesar Rp6,I() milyar yang disebabkan karena kurang 
cermatnya proses pcngadaan barang dan jasa, dan bclum dilakukannya evaluasi 
dalam proses pcngadaan pekerjaan penanganan longsoran sesuai dengan 
kctcnaian. Begitu juga adanya kelalaian dalam mclakukan penelitian, pengujian, 
dan evaluasi terhadap usulan, perintah terhadap perubahan, dan penambahan 
item pekerjaan baru.

d. Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan

Terkait dengan permasalahan ketidakpatuhan terjadi pada l^T ASDP 
Indonesia Fern-, terdapat Pekerjaan Pembongkaran Irigid Beton Dermaga 
Vll Pelabuhan Penveberangan Bakauheni dan Pondasi / Ught Mast yang 
tclah diserahtcrimakan pertama (lJHO) sebesar Rpl.387.775.758,60 untuk 
Konstruksi Tiang Pancang Dermaga Dksekurif olch PT Indonesia F'errv 
Properti.
Permasalahan yang ditemukan adalah perubahan pemanfaatan Dermaga 
MI Bakauheni sesuai kajian permintaan PMN, pembangunan dan 
operasional dermaga eksekutif tidak didukung mekanisme pemanfaatan 
aset Dermaga \rII Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, scrta 
pembongkaran sebagian bangunan terpasang Dermaga MI Pelabuhan
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Bakauhcni yang tclah dibayarkan dan diserahterimakan untuk 
pcmbangunan dcrmaga cksckutif.

Dari pcrmasalahan di atas dapat dikctahui bahwa Dircksi P'l’ ASDP, 
mcmbcrikan putusan mcmbangun Dcrmaga liksekurif diatas Area 
Dcrmaga VII Pclabuiian Penyerbangan Bakauhcni yang dibangun mclalui 
dana PMN. Kemudian ridak memperhitungkan akibat dan manfaat 
finansial, serta pemamfaatan area Dermaga MI.

Berdasarkan pcrmasalahan di atas, BPK mcmbcrikan kcsimpulan pemeriksaan 
terhadap empat BUNIN vaitu PI’ Angkasa Pura II, PT ASDP Indonesia Ferry, 
P T Jasa Marga, dan PT K.\I atas Pcngclolaan Pendapatan, biaya dan investasi
belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Peneriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan 
Komersial dan Kegiatan Investasi 
pada PT Angkasa Pura II (Persero), 
Anak Perusahaan dan Instansi Terkait

O Temuan
2SPI

30 Kepatuhan Terhadap Peraturan 
Perundang-undangan

Rekomendasi

Temuan Pengelolaan Kegiatan Komersial
Pelaksanaan pertanjian Master Concessionaire dan pengelolaan mitra usaha belum memadal 
Penagihan pendapatan konsesi pada Terminal 3 BSH belum optimal dan belum sesuai ketenluan 
Pengelolaan UediaAdvertising Terminal 3 tidak optimal mengakibatkao kehilangan potensi 
pendapatan usaha
Pengelolaan area komersial di Terminal 3 tidak sesuai dengan ketentuan dan polensi pendapatan 
Triwulan I lahun 2017 tidak tercapai

Temuan Pengelolaan Kegiatan investasi

Penyelesaian kiaim price adjustment atas pekerjaan perluasan geOung Terminal 3 BSH beriarut- 
larut dan lerdspal pelaksanaan pekerjaan yang iidak sesuai ketentuan 
Pekerjaan sislem APMS {Automated People Mover System) memiliki beberapa ketemahan 
Pekerjaan peningkatao kapasilas jaringan Ustrik BSH kurang memadal
Pekerjaan pembagunan lanjulan Apron T3 Iidak sepenuhnya dllaksanakan sesuai dengar 
ketentuan
Proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan Manajemen Konstruksl (MK) dan 
konsullan pengawas tidak sesuai dengan ketentuan

Potensi Kerugian 
28.332.320.000,00

Kekurangan Penerimaan

Pn.l.TTTTnTTT
94.923.090.000.00
Kerugian Negara 
2.151.090.000,00

Telah Ditindaklanjuti

r
.460.000,

Sumber l.atT'pifon iHPS * 7016

Kesimpulan
Pengelolaan kegiatan komersial dan kegiatan investasi pada PT AP II Tahun 1 
dan 2017 (Triwulan I), dan pemeriksaan atas kegiatan investasi pada BSH mulai 
dari Tatiun 2010 s.d. 2017 (Triwulan I) belum sepenuhnya sesuai dengan ketenluan 
yang berlaku

"II l> / 'U'lSK'iii jKr ui;’ gij 'O'
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Pendahuluan

Fcmcriksaan pada PT AP II dan Anak Perusahaan meliputi pcmcriksaan atas 
pcngclolaan pcndapatan komcrsial (pcndapatan non aeronaurika) Tahun 2016 
dan 2017 (Triwoilan I), dan pcmcriksaan atas kcgiatan investasi pada Bandara 
Soekamo Hatta (BSH) mulai dari Tahun 2010 s.d. 2017 (Imvulan I). 
Pcmcriksaan bcrtujuan untuk mcnilai kesesuaian pcngclolaan kcgiatan dcngan 
kctcnruan yang borlaku.

Kesimpulan Pemeriksaan

Pcngclolaan kcgiatan komcrsial dan kcgiatan investasi pada PT AP II di BSH 
bclum sepenuhnya sesuai dcngan ketentuan yang bcrlaku.

Pcndapatan Komcrsial

Pcndapatan PT AP II berdasarkan segmen usaha dikclompokkan menjadi 
pcndapatan aeronaurika, pcndapatan non aeronaurika, dan pcndapatan jasa 
cargo selama tahun 2015 dan 2016 yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabcl 1. Pcndapatan FI' AP II Berdasarkan Segmen Usaha 
Tahun 2015 dan 2016

No Pcndapatan 2015 2016
Rata-rata

Tcrtimbang
(%)

Pertumbuhan
(%)

1. Pcndapatan
Aeronaurika 4.030,16 3.310,23 60,58% 21,75%

2. Pcndapatan
Non
Aeronaurika

2.449,56 2.185,08 36,82% 12,10%

3. Pcndapatan
Cargo

173,20 148,83 2,60% 16,37%

lumlah 6.652,92 5.644,15 UK),00% 17,87%
(Sumber LHP 2()I8-Pim' PT AP II)
Temuanj Permasalahan dan Rckomendasi BPK

1. Temuan dan Permasalahan
Pelaksanaan perjanjian Master Concessionaire dan pcngclolaan mitra 
usaha bclum memadai

Hasil pcmcriksaan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut: 
a. Penyusunan HoA atas perjanjian Master Concessionaire kategori F&B 

lambat dan mitra usaha beroperasi scbelum adanya HoA serta kerja sama

-

Pusar Kajian AKN



PT AP II (Jcngan PT SCKJ. tcrkaic pcngclolaan Shop Liscnsi 6 bclum 
diikat mclalui kontxak maupun BAK;

b. Penverahan ruangan usaha kepada mitra usaha ddak seluruhnya 
dilengkapi dengan dokumcn bcrita acara;

c. Pembayaran Contract Guarantee belum sesuai ketencuan;
d. Mitra usaha belum seluruhnya mclaksanakan kewajiban untuk 

memberikan jaminan pembavaran;
c. Terdapat mitra usaha kategori F&B yang bclum menggunakan perangkat 

monitoring pcnjualan yang rerhubung dengan sistem P I AP II;
f. PT /VP II bclum mclakukan evaluasi terhadap kinepa {performance) mitra 

usaha;
g. Belum semua mitra usaha kategori Shop dan DF menggunakan RDC 

sesuai perjanjian/BAK;
h. Terdapat pcngclolaan kerja sama dengan Pcmcrintah Kota Tangcrang 

yang belum mcmadai;
i. Terdapat pcngclolaan kerja sama dengan PT Kimia I 'arma (PT KF) vang 

belum mcmadai;
j. Klausul dalam Bcrita .Veara Kesepakatan (B.VK) kategori scn ices tidak 

sesuai dengan pedoman kegiatan komcrsial perusahaan dan tidak 
melindungi kepentingan perusahaan;

Rekomendasi BPK
Dircksi PT AlMl agar:
a. Menginstruksikan VI5 (]NA, Commercial JiLxeculive Manager beserta 

jajarannya agar dalam membuat dan menjalankan surat perjanjian 
kerjasama dilakukan secara tegas dan konsisten dengan para mitra usaha;

b. Mcmasdkan kewajiban-kewajiban mitra usaha telah terpenuhi sesuai 
dengan Perjanjian, diantaranya kewajiban jaminan pembavaran, contract 
guarantee, BAST ruangan, penggunaan RDC, penggunaan aplikasi FXiSys, 
evaluasi kinerja mitra usaha dan kewajiban lainnva sesuai dengan 
Perjanjian;

c. Menctapkan prosedur )’ang Icbih rinci khususnya terkair dengan contract
guarantee, esctvw account dan penggunaan iiCSys bagi mitra usaha kategori 
services', dan

d. Menginstruksikan VP CKA agar mclakukan koordinasi yang mcmadai 
antara Unit CNA kantor pusat dan KCU BSH terkait pelaporan 
penjualan mitra usaha dan penagihan kepada mitra usaha;

2. Temuan dan Permasalahan

Pusat Kiijinn AKN
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Penagihan pendapatan konsesi pada Terminal 3 Bandar Udara
Soekamo Hatta (BSH) belum optimal dan belum sesuai ketentuan

Hasil pemcriksaan atas dokumcn dan pelaksanaan pcrianjian kcrja sama
pcmanfaatan fasilitas komersial anrara PT AP11 dan para mitra usaha beserta
dokumcn pcndukungnva dikctahui bcbcrapa permasalahan scbagai berikut:
a. Terdapat perbcdaan nilai penjualan riil bcrdasarkan data KCSys 

(perangkat monitoring penjualan) dengan data himce dan/atau hasil 
konfirmasi dari mitra usalia;

b. Terdapat 2 kali penagihan konsesi PT BK atas Shop — 16 pada bulan 
Oktober 2016;

c. 'I'erdapat omzet PT BK Shop - 08 temporary bulan November 2016 yang 
belum dilakukan penagihan;

d. Penagihan konsesi/MMG ridak dilakukan di muka sesuai dengan RhP, 
Berita Acara Kesepakatan, dan/atau HoA;

e. Kerja sama temporary F&B pada area parkir T3 domesdk ridak sesuai 
ketentuan.

Rekomendasi BPK
Dircksi W AP II agar:
a. Menyempurnakan dan mengoprimalkan sistem ECSys;
b. Membuat prosedur rekonsiliasi omzet penjualan yang komprehensif 

antara PT AP II dan mitra usaha sena menginstruksikan Non Aeronautkal 
Senior Manager KCU BSH untuk melakukan rekonsiliasi atas perbedaan 
nilai omzet antara data liCSys dengan data mitra usaha, kemudian 
dilaksanakan rekonsiliasi secara berkala serta dituangkan dalam berita 
acara hasil rekonsiliasi;

c. Menginstruksikan Commervial Executive Manager dan Non Aeronautical 
Senior Manager KCU BSH agar melaksanakan perjanjian dan melakukan 
penagihan sesuai perjanjian; dan

d. Menginstruksikan Unit Komersial KCU BSH beserta jajarannya agar 
lebih cermat membuat perjanjian komersial khususnya temporary dengan 
mempedomani ketentuan terkait tarif sewa dan konsesi yang berlaku di 
T3 BSH.

3. Temuan dan Permasalahan
Pengelolaan Media Advertising Terminal 3 tidak 
mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan usaha

optimal

Hasil pemcriksaan diketahui adanya beberapa permasalahan antara lain:

8 I Pusat Kajian AKN



b.

Terdapat konsep media reklamc dan media advertising placement ddak dapat 
diterapkan di T3 BSH;
Struktur bangunan T3 BSH tidak mendukung faktor pemasangan media 
advertising digital;
Terdapat ob\'ek kerja sama media advertising yang tidak applicable dan 
perubahan media placement bdum disahkan dengan keputusan dircksi; 
Kerja sama mitra usaha advertising indoor di T3 BSH belum didukung 
dengan dokumen kerja sama vang memadai;
Pendapatan terlambat diperolch atas kerja sama media advertising indoor; 
Perusahaan belum mcnetapkan formulasi tarif pcngelolaan media 
advertising yang scragam.

Rekomendasi BPK
Direksi PT AP II agar:
a. Menginstruksikan \rP CNA menvusun konsep advertising yang memadai 

dan tepat guna di lingkungan BSH cerutama T3;
b. Menetapkan media placement yang tepat {applicable) di scluruh lingkungan 

BSH;
c. Memastikan pelaksanaan kegiatan komersial bidang advertising telah 

dilaksanakan sesuai peraturan perusahaan antara lain menyelesaikan 
HoA, BAS T dan lain-lain;
Melakukan pembinaan kepada \T CNA agar lebih cermar dalam 
membuat perencanaan dan pelaksanaan proses pengusahaan media 
advertising dan dalam membuat perjanjian kerja sama komersial dengan 
mitra usaha, serta monitoring pekerjaan dan pendapatan mitra usaha; dan 
Memperbarui pedoman tentang jenis media dan tarif advertising di 
lingkungan BSH sesuai kondisi terbaru.

d.

e.

4. Temuan dan Permasalahan
Pengelolaan area komersial di T3 Soekamo Hatta oleh APS tidak 
sesuai dengan ketentuan dan potensi pendapatan Triwulan I 2017 
tidak tercapai

HasU pemeriksaan diketahui adanya beberapa permasalahan, vaitu:
a. Ruang usaha vang ditawarkan tidak sesuai dengan peruntukan;
b. Pembagian luas niang usaha;
c. Pengalihan fungsi ruang usaha;
d. Persaingan mitra usaha APS dan PT AP II;
e. APS belum memiliki SOP terkait pengelolaan komersial;
f. Tarif konsesi lebih rendah dari vang telah ditetapkan;
g. Masih terdapat area komersial yang belum dimanfaatkan

Pusat Kajian AKN I 9



h. Terdapar pcmcnang tender yang mengundurkan diri dan belum opetasi;
i. Klausul dalam perjanjian/berita acara belum mclindungi kepenringan 

APS;
j. Kontrak belum tanda tangan olch mitra usaha;
k. Kewajiban mitra usaha belum dipenuhi;
l. MMG mitra usaha belum ditagihkan oleh APS.

Rekomendasi BPK
Direksi P T AP II sclaku pemegang saham APS agar:
a. Mclakukan koordinasi dengan F1‘ AP II dalam pcrcncanaan ruang usaha 

yang tidak sejalan dengan realisasi pembangunan T3 serta melakukan 
perubahan berita acara ruang usaha sesuai dengan keadaan aktual;

b. Melakukan oprimalisasi pemanfaatan ruang usaha yang belum digunakan 
olch mitra usaha;

c. Membuat SOP terkait pcngelolaan retail dan food and beivrages di 
lingkungan APS; dan

d. Mclakukan monitoring perjanjian yang belum ditandatangani para pihak, 
serta melakukan re\-iu atas klausul-klausul perjanjian yang belum 
mclindungi hak APS dan melakukan addendum atas perjanjian yang telah 
dibuat.

Pengelolaan Kegiatan Investasi
Dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2017 pcngelolaan kegiatan investasi di 
PT AP II diarahkan untuk pengembangan Terminal 3 Ultimate (T3U) dan 
pengembangan fasilitas pendukung dengan membentuk unit pcngelola sendiri 
yaitu Project Management I Jnii (l-^MU).

Berdasarkan data PMU per September 2017 terdapat 43 paket pekerjaan dengan 
nilai R1C\ Tahun 2017 sebesar Rp7.599.813.006.000,00 yang didalamnya 
terdapat 22 peket perkerjaan konstruksi dan konsultan manajemen konstruksi 
vang tclah on progress dan menjadi objek audit.

Nilai paket pekerjaan yang telah diikat dengan kontrak adalah sebesar 
Rpl9.603.371.023.000.00 dengan nilai progress pembayaran sebesar 
Rp8.642.076.379.000,00. Dimana per September 2017 terdapat 3 paket 
pekerjaan yang p/vgress fisiknya tclah mencapai 100n/o yaitu paket pekerjaan 
Lanjutan Pembangunan Apron Terminal 3, Pekerjaan Aksesibilitas dan Ducting 
Uti/if)' dan Pekerjaan Design and Build \^nsekap BSH Tahap I.

Pada paket Pekerjaan Perluasan Gedung T3U tclah dilakukan scrah tcrima 
parsial. Nilai realisasi keuangan sebesar Rp4.815.507.839.000,00 lebih besar dan
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kontxak sebesar Rp4.7n2.5()().(K)n.onO,nO dikarcnakan belum adanva pcrserujuan 
anggaran pada Addendum I\’ dan \’.

Temuan, Permasalahan dan Rekomendasi BPK

1. Temuan dan Permasalahan
Penyelesaian klaim Price Adjustment atas pekerjaan perluasan
gedung T3 BSH berlarut-larut dan terdapat pelaksanaan pekerjaan
yang tidak sesuai ketentuan.

Hasil pemoriksaan atas dokumcn kontrak dan pelaksanaan Pekerjaan
Perluasan Gedung T3 BSI I, diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. PT AP II tidak disiplin anggaran dan addendum R' tentang 

penambahan biaya pelaksanaan Pekerjaan Perluasan Gedung T3 BSH 
mcndahului RK_\P;

b. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar (USD) vang signifikan 
mengakibatkan adanya klaim prive adjuslment,

c. 'I'erdapat mum beton vang ttdak sesuai dengan yang disyaratkan dalam 
spesifikasi pada area bagasi domestik, bagasi inrernasional dan zonal 
parkir PT GI;

d. Terdapat penggunaan harga satuan baru unmk item pekerjaan lama 
yang mengakibatkan kelebihan nilai kontrak sebesar 
Rp6.316.604.341J82;Rekomendasi BPK

Direksi I>T AP II agar:
a. Membuat pengamran batasan nilai penambahan biaya vang tepat dan 

tegas terhadap biaya kontrak awal sesuai ketenman perundang- 
undangan di dalam pedoman pengadaan barang dan jasa agar nilai 
pekerjaan tambah dapat terukur dan item pekerjaan tambah tidak terlalu 
menyimpang dari lingkup pekerjaan awal;

b. Menvusun addendum kontrak atas Pekerjaan Perluasan Gedung T3 
BSH berkaitan dengan penyelesaian klaim price adjustment sesuai 
ketenman perundang-undangan;

c. Berkoordinasi dengan tenaga ahli strukmr PT AP II dan konsultan MK 
terkait metode pelaksanaan pekerjaan perkuatan terhadap mum 
pekerjaan yang ridak memenuhi persyaratan kontrak maupun langkah 
tindak lanjut perkuatann\a vang harus dilaksanakan oleh kontraktor 
pelaksana tanpa memberikan kompensasi tambalian biaya, karena hal 
tersebut bagian dari tanggung jawab kontraktor; dan

d. Memerintahkan Kepala PMU Pengembangan BSH atau Deputy 
Yixecutive General Manager Pmject .-Irea J meminta kontraktor pelaksana
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untuk mengembalikan kelcbihan nilai kontrak scbcsar 
Rp6.316.604.341,82 atau mclalui mckanismc pcmotongan termin 
pembavaran.

2. Temuan dan Permasalahan
Pengadaan pekerjaan sistem Automated People Mover System 
(APMS) yang dilaksanakan oleh LEN-Woojin KSO tidak 
sepenuhnya sesuai ketentuan

I lasil pcmcriksaan dokumcn atas pekerjaan Pengadaan Sistem APMS 
sebagai berikut:
a. PT LEN mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada PT LRS yang 

merupakan anak usalia PT LEN tanpa persetujuan FI' AP II;
b. Tidak dilakukan klarifikasi Harga Satuan Timpang atas RAB PT LEN;
c. Perpanjangan waktu dan penambahan nilai pekerjaan belum ditetapkan 

dalam addendum;
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pcmbayaran untuk item pckcrjaan perlcngkapan diesel genset dan 
pendukungnya, tcrmasuk item pckcrjaan Vactoiy \ 'hil (F\r), l^actory 
Training (I'T), dan I1 act my Acceptance Test (T;AT) yang ridak dilaksanakan 
dan masih tercantum dalam harga kontrak minimal scbcsar 
Rp7.639.744.171,48;

b. Mcmbcrikan pembinaan scsuai dcngan kctcntuan perusahaan kepada 
Kcpala PMU Pengembangan BSH atau Deputy Genera/ Manager Project 
Area 1 tcrkait keridakhcmatan kcuangan perusahaan scbcsar 
Rp2.922.745.228.43 (I^pl■484.583.558,56 + Rpl.438,161.669.87).serta 
kurang cermat dalam mclakukan pengawasan pekerjaan, evaluasi hasil 
pckcrjaan dan verifikasi.

4. Temuan dan Permasalahan
Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Apron T3 tidak sepenuhnya
dilaksanakan sesuai ketentuan

Pcmcriksaan Icbih lanjut rerhadap proses pengadaan dan pclaksanaan
Pckcrjaan Pembangunan Lanjutan Apron T3 BSH diketahui hal-hal sebagai
berikut;
a. Proses penambahan pckcrjaan pada kegiatan Pckcrjaan Pembangunan 

Lanjutan Apron 1'3 BSH dilaksanakan dengan mckanisme yang tidak 
tepat;

b. Nilai Jinal account harga dan satuan pekerjaan terpasang lebih kecil dari 
nilai kontrak namun tidak dibuatkan dalam suatu addendum pckcrjaan 
kurang;

c. Hasil pengujian kuat tekan beton K-4U0 tidak memenuhi batas 
tolcransi minimal scsuai dcngan yang diperjanjikan dalam kontrak;

Rekomendasi BPK
Dircksi PT .\P II agar:
a. Memcrintahkan Kcpala PMU Pengembangan BSH atau Deputy General 

Manager Projet Ana I agar melaksanakan pekerjaan secara terstruktur 
dan berkesinambungan scsuai jadwal scliingga waktu pclaksanaan 
pekerjaan tidak aimpang tindih dengan pckcrjaan yang lain;

b. Memcrintahkan Kepala PMU Pengembangan BSH atau Deputy General 
Manager Pro/et Area I agar hasil perhitungan akhir pckcrjaan dituangkan 
dalam addendum pekerjaan kurang;

c. Mcmbcrikan pembinaan sesuai peraturan internal perusahaan kepada 
Kepala PMU Pengembangan BSH atau Deputy General Manager Projet 
Area I dan PIU Pekerjaan Lanjutan Apron T3 atas ketidakcermatan 
dalam mcmbcrikan persetujuan .Addendum kontrak tidak sepenuhnya
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mcngikuti kctcntuan pcngadaan barang dan jasa dan mclakukan 
koordinasi dan integrasi provck pengcmbangan T3 secara kescluruhan; 
dan

d. Memerintahkan Kepala PMU Pengcmbangan BSH atau Deputy General 
Manager Projet A/va I untuk mcnegur Konsultan MK d!ii. FI' CCM yang 
tidak mclakukan pengawasan sccara mcmadai terhadap pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi pembangunan aprvn serta mcnarik kclebihan 
pembavaran atas pekerjaan mutu upivn vang ridak sesuai dengan yang 
disvaratkan dalam kontrak minimal sebesar Rp 1.596.69(1.15(1.00 dan 
disetorkan kc kas PT AP II.

5. Temuan dan Permasalahan
Proses pengadaan dan pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultan MK
dan Konsultan Pengawas tidak sepenuhnya sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan aras pekerjaan jasa konsulrasi rersebut, diketahui hal-hal
sebagai berikut:
a. Proses pengadaan tiga Pekerjaan jasa Konsultansi belum mcmadai;
b. Pelaksanaan jasa Konsultansi pada sembilan pekerjaan jasa konsultansi 

belum mcmadai;

Rekomendasi BPK
Direksi PT AP 11 agar:
a. Memberikan pembinaan sesuai peraturan internal perusaliaan kepada 

Kepala Biro Pelelangan, Panitia Pclelangan, Tim Penilaian Teknis, dan 
Unit ST vang tidak cermat dalam mclakukan evaluasi teknis kualifikasi 
tenaga ahli, tidak cermat dalam menyusun dokumen lelang yang tidak 
mempedomani peraturan perusahaan yang telah ditetapkan, dan tidak 
cermat dalam menjalankan ketentuan yang telah disepakati dalam Data 
Isian Proses Seleksi (US’I') dalam hal pembobotan dan evaluasi 
personil;

b. Memberikan pembinaan sesuai peraturan internal perusahaan kepada 
Kepala PMU Pengcmbangan BSH atau Deputy General Manager Project 
Area I agar Icbih cermat dalam mengawasi dan memverifikasi jumlah, 
komposisi maupun kualifikasi personil yang ditugaskan di lapangan, 
serta memerintahkan Kepala PMU Pengcmbangan BSH atau Deputy 
General Manager Project Ana I agar berkoordinasi dengan SPI untuk 
memproses penarikan kelebihan pembavaran kepada konsultan sesuai 
ketentuan vang berlaku.

c. Memperhitungkan potensi kelebihan pembavaran biaya tenaga ahli inti 
yang tidak sesuai ketentuan dalam kontrak jasa Konsultan MK
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Pembuaran APMS se!ama periods Bulan Agustus 2016 s.d. Januari 
2017 sebesar Rp468.000.00(M)0;

d- Memberikan pembinaan sesuai peraturan internal perusahaan kepada 
Kepala PMU Pengembangan BSH atau Deputy General Manager Project 
Area I yang tidak segera membuat addendum kontrak perpanjangan II 
dan III scbelum pekerjaan dilaksanakan;

e. Memcrintahkan Kepala PMU Pengembangan BSH atau Depup' General 
Manager Project Area ! untuk meningkatkan pengawasan dan koordinasi 
dengan Manaiemen PMU Pengembangan BSH PT AP 11 atas basil 
pekerjaan konsultan PMC baik laporan bulanan, bukti pembayaran, 
dan output penyusunan prosedur sewa guna ruang komersial serta 
melakukan pemotongan atas tidak dilaksanakannya salah satu tugas 
yaitu penyusunan konsep sewa guna usaha komersial; dan

f. Memerinrahkan unit kerja teknis untuk lebih meningkatkan 
perencanaan dan koordinasi internal manajemen PT AP II terkait 
pen\ usunan konsep bisnis dan tenant mixing.

16 Pusat Kajian AKN



PEMERIKSAAN DENCAN TU3UAN TERTENTU

PENCELOLAAN KECIATAN PENCADAAN DAN 
PEMEUHARAAN KAPAL SEPTA PENCCUNAAN PENYERTAAN 
MODAL NEGARA TAHUN 2015 PADA PT ASDP INDONESIA 
FERRY (PERSERO) DAN INSTANSI TERKAfT LAINNYA 
TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2017

Di JAKARTA, BANTEN, DAN NUSA TENCCARA BARAT

I Total
TEMUAN

10
REKOMENDASI

28

POTENSI
KERUGIAN
Rpl.387.770.000,00

Periiiasalaliaii >an]i>’ nienjacH sorotaii:

Perencanaan Pengadaan Kapal Bekas dilaksanakan tidak 
01 s«suai ketentuan.

Pelaksanaan Pengadaan Kapal Bekas tidak mengacu
kepada ketentuan yang berlaku.

Pekerjaan pembangunan Dermaga VII Pelabuhan 
Penyeberangan Bakauheni dilaksanakan tidak sesuai

ketentuan

Terdapat Pekerjaan Pembongkaran Rigid Beton 
Dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni 

dan Pondasi Might Mast yang telah diserahterimakan 
pertama (PHO) sebesar Rpl.387.775.758.60 untuk 

Konstruksi Tlang Pancang Dermaga Eksekutif oleh PT 
Indonesia Ferry Properti.

01

03

Penggunaan Dana 
Penyeitaan Modal 
Negara (PMN) 
yang direatisasikan 
Tallin 2015

kehmi|iiilan

Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Kapal. Pemeliharaan Kapal, dan 
Penggunaan Penyertaan Modal Negara Tahun 2015 pada PT ASDP 
Indonesia Ferry (Persero) dan instansi terkait lainnya Tahun 2012 sampai 
dengan Triwulan III Tahun 2017 belum sepenuhnya sesuat dengan 
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PUSAT KAJIAN AKN 
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Pendahuluan
Pcmcriksaan dilakukan terhadap Pcngclolaan Kegiatan Pcngadaan Kapal, 
Penggunaan Penvertaan Modal Negara Tahun 2015 dan Kegiatan Pemcliharaan 
Kapal Tahun 2012 sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 di Jakarta, Bantcn, 
Nusa Tcnggara Barat dan Sulawesi Utara.

Pcmcriksaan bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai dan membuat 
simpulan, apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Kesimpulan Pemeriksaan
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pcngclolaan Kegiatan Pcngadaan Kapal, 
Pemcliharaan Kapal, dan Penggunaan Penvertaan Modal Negara Tahun 2015 
pada FI' ASDP Indonesia Fern- (l>crsero) dan instansi terkait lainnya 'I'ahun 
2012 sampai dengan Triwoilan III Tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan 
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Kegiatan Pcngadaan Kapal Bekas
FI' ASDP melakukan penambahan armada kapal penyeberangan mclalui 
pcngadaan kapal bekas sebanvak enam kapal selama kurun waktu tahun 2011 
sampai dengan 2016. Adapun rincian pcngadaan kapal bekas PT ASDP adalah 
sebagai berikut:

No Nama Kapal Baru

Umur
Kapal
saat

dibeli
(Tahun)

Tahun
pcngadaan Nilai pcngadaan

1. KMP Portlink 31 2012 39.520.228.000,00
2. KMP Portlink II 1 2012 26.106.025.000,00
3. KMP Portlink III 26 2012 57.715.000.000,00
4. KMP Portlink \' 1 2013 111.048.000.000,00
5. KMIJ Portlink VII 16 2013 46.104.750.000,00
6. KMP Portlink VIII 1 2016 89.835.750.000,00
(Sumkr. LHP 20/8-PD'JT F/' ASDP)

Pcngadaan enam unit kapal bekas tersebut dilakukan mclalui mckanisme 
pembiayaan SGU dengan opsi beli (Jinance lease) bekerja sama dengan PT 
Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau disingkat FF PANN dan 
PT PANN Pembiayaan Mariam (1JT PPM).
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Temuan Permasalahan dan Rekomendasi 

1. Temuan dan Permasalahan
Perencanaan Pengadaan Kapal Bekas dan Pembentukan Tim
Pembiayaan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan

Pemcriksaan tcrhadap proses perencanaan pengadaan kapal bekas oleh PT
ASDP dikerahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
a. Perencanaan Pengadaan Kapal Bekas:

1) PT ASDPbelum menvusun / Study berkaitan pinjaman untuk
pendanaan kapal bekas sesuai arahan RUPS.
Terdapat 4 (empat) Kapal, diantaranya dua kapal lintas Merak- 
Bakauheni dan dua kapal lintas Bakauheni-Merak.

2) Pengadaan kapal dengan sistem leasinisi tidak didukung dengan 
rekomendasi Dewan Komisaris PT ASDP.
Dalam surac permohonan perserujuan pembiayaan tersebut juga 
dilampirkan analisis fmansial type kapal 4.625 SUP untuk skema 
pembia\aan leasing, bank, dan pembiavaan sendiri \ang dirumuskan 
oleh Tim Pembiavaan. Sampai dengan pemeriksaan lapangan 
berakhir tanggal 22 Desember 2017 BPK tidak pernah mendapatkan 
Surat rekomendasi dari Dewan Komisaris balasan atas surat Nomor 
KU.106/2/1/ASDP- 2011 tanggal 14 Desember 2011 maupun 
rekomendasi Dewan Komisaris tcrhadap pengadaan kapal bekas 
mclalui mekanisme leasing dengan opsi bcli atas lima kapal bekas 
lainnya.

b. Pembentukan dan Pclaksanaan pengadaan oleh Tim Pembiavaan tidak
sesuai ketentuan.

1) Pembentukan Tim Pembiavaan tidak sesuai dengan Ketentuan 
Pengadaan Kapal Bekas yang bcrlaku di PT .\SDP;

2) Pclaksanaan kewenangan Tim Pembiavaan dengan lingkup vang 
besar tanpa ada pemisahan fungsi;

3) Tim Pembiavaan diberikan kewenangan penandatanganan 
perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan;

4) Unit'Icknik Kapal tidak Menyusun Kcrangka .\cuan Kerja (KAK).

Rekomendasi BPK
Dircksi PT ASDP agar:
a. Dalam pclaksanaan pengadaan kapal bekas:

1) dilakukan oleh panitia atau tim vang diatur dalam ketentuan 
pengadaan kapal vang bcrlaku secara internal;
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2) bcrdasarkan pada rekomendasi Desvan Komisaris dan pcrsctujuan 
RUPS;

3) agar mcnyusun dan mengesahkan kajian/kclayakan scbagat bahan 
pcnyusunan KAK dan/atau percncanaan pengadaan;

4) mcnyusun KAK dalam merencanakan pengadaan;
5) berpedoman pada ketentuan pengadaan kapal yang bcrlaku internal 

dan prinsip-prinsip pengadaan serta praktik-praktik pengadaan 
yang bcrlaku umum;

b. Memperranggungjawabkan pengadaan kapal bekas yang tidak sesuai 
ketentuan internal sclama kurun wakru tahun 2011 sampai dengan 2016 
kepada RL’PS;

c. Merensi Keputusan Dircksi Nomor KD.07/UM.2U1/ASDP-2012 yang 
mengatur juga proses pengadaan j’ang dibiayai pihak ketiga sccara leasing 
dengan opsi beli yang ddak bettentangan dengan ketentuan 
perundangundangan pengadaan barang/jasa dan prinsip-prinsip umum 
pengadaan barang dan jasa serta praktik-prakdk pengadaan yang bcrlaku 
umum.

2. Temuan dan Permasalahan
Pelaksanaan pengadaan dan evaluasi kapal bekas ddak mengacu 
kepada ketentuan yang berlaku

Hasil pemeriksaan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
a. Pengadaan kapal bekas vang dilakukan olch FI' ASDP ddak sesuai 

Keputusan Dircksi Nomor KD.07/UM.201/ASDP-2012;
b. Proses Pentnasunan HPS dan negosiasi harga ddak dilakukan sccara 

cermat;
c. Pengeluaran pengadaan kapal bekas Portlink \rIII dan pcngcluaran 

terkait Portlink \! dan VII direalisasikan ddak sesuai RKAP;
d. Permintaan spesifikasi pembiayaan kapal Perry Ro-ro ddak sesuai dengan 

studi kclayakan pengadaan kapal Ferry Ro-ro bekas lintasan Merak- 
Bakauheni;

e. Pemilihan kapal yang menjadi kandidat pengadaan ddak didasarkan pada 
metode dan prosedur yang memadai;

f. Spesifikasi teknis Pengadaan Kapal Ferry Ro-ro ddak sesuai 
percncanaan;

g. Penempatan Kapal Bekas pada Lintasan ddak sesuai dengan 
percncanaan;
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h. Tidak rcrdapat bukti pcrranggungjawaban rerhadap biaya-biaya yang 
timbul dalam rangka scrah terima kapal scsuai Perjanjian SCiU kapal 
bckas;

i. PT ASDP belum melakukan pelaporan dan evaluasi atas pclaksanaan 
pcngadaan kapal bckas melaiui SGU opsi bcli dcngan PT PANN sccara 
mcmadai.

Rekomendasi BPK
Direksi PT ASDP agar:
a. Mcminra perranggungjawaban Tim Pcmbiayaan atas pcngadaan dan 

pendanaan kapal bckas dcngan sistem SGU dcngan opsi bcli mclalui 
kerja sama dcngan P'l' PANN/PT PPM sclama kurun waktu tahun 2011 
sampai dcngan 2016;

b. Mcmpcrhitungkan dan mcmpcrtanggungjawabkan pcngcluaran tcrkait 
pcngadaan kapal bckas yang tidak ada dokumen pcndukungnya;

c. Mclaksanakan pcngadaan kapal bckas scsuai kctcntuan pcngadaan kapal 
yang bcriaku internal dan kctcntuan perundang-undangan.

Penggimaan Penyertaan Dana PMN
Untuk mcningkatkan kuaUtas pelayanan dan kapasitas usaha melaiui 
pengembangan pclabuhan sebagai pendukung sistem lf)gistik nasional, 
pcmcrintah mcrcaHsasikan Penyertaan Modal Negara pada PT ASDP melaiui 
PP No. 112/2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kc dalam 
Modal Saham Perusahaan Pcrscioan (Pcrscro) vang bersumber dari dana APBN 
sebesar Rp 1.000.000.000,000,00. Pemanfaatan Dana PMN Taliun 2015 akan 
digunakan untuk pcitgcmbangan kawasan Pclabuhan .Merak dan Pclabuhan 
Penyeberangan Bakauheni.

Temuan, Permasalahan dan Rekomendasi

1. Temuan dan Permasalahan
Proses Pelelangan Dermaga VII Merak dan Dermaga VII Bakauheni
dilaksanakan tidak sesuai ketentuan

Hasil pcmcriksaan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
a. Persyaratan saldo rekening minimal dalam tahap prakualifikasi ddak 

sesuai dcngan praktik yang bcriaku umum dan tidak konsisten;
b. Persvaratan saldo rekening minimal bank sebagai Modal Kerja pada 

Prakualifikasi Dermaga \'II Merak sebesar Rp56.400,000.00l),00;
c. Kebijakan penambahan waktu pemasukan dokumen penawaran olch 

paniria lelang tidak konsisten;
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d. Pelaksanaan evaluasi dokumcn teknis oleh rim pengadaan barang dan 
jasa ridak cennat.

Rekomendasi BPK
Direksi PT ASDP agar mcnegur Kcpala Divisi Pengadaan Barang dan Jasa 
dan  Divisi 



PEMERIKSAAN DENCAN RJJUAN TIRTEKTU

PENGELOLAAN ASET PADA PT KERETA API INDONESIA 
(PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN SERTA INSTANSI 
TERKAIT LAINNYATAHUN BUKU 2015 S.D. SEMESTER 12017

Dl JAKARTA, BANDUNG, SEMARANC, SURABAYA, D.I.YOCYAKARTA, LAMPUNC, 
MEDAN DAN BELANOA

Temuan Penteriksaan
Terdapat perbedaan parsapsi atas status tanah pada batas ruang fnilik jalan KA 
might of Way/ROW| antara PT KAI dengan Oiretctorat Tenderat Perkeretaapian 
Kementarian Parhubungan (DJKA Kamenhubl pasea dttetapkannya UU No. 23 
Tahun 2007 dan PP No. 56 Tahun 2009.

Tanah PT KAI saluas 504.871,56 m2 diduduki oMi plhak lain dan saiuas 
37.724,50 m2 tidak Jalas kabaradaannya

Pelaksanaan k«r]a sama PT KAI dengan PT SP tidak optimal 
dan berpotend merugikan kedua Mah pihak

Keriasama dengan anak penuahaan 
diantaranya PTRMU dan PT KAPM diketahui 

I bahwa terdapat tunggakan sewa lahan

Potensi Kerugian Rp27.752-560.000,00

Kekurangan Penerimaan Rp27.752J560.000,00
Sunbei Umpi'an IHPS17018

Hesimpulan ^
Pengeioiaan Aset Non Produksi TA 2015 s.d. Semester I 2017 pada PT KAI belum 
sepenuhnya sesuai dengan perjanjian^peraturan perundang-undangan yang berlaku

PUSAT KAJIAN AKN 
ihltp://pH*kaJlako.dpr.s«.id/
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Pendahuluan
Pcmeriksaan dilakukan rcrhadap kegiatan Pengclolaan Aset Non Produksi di 
lingkungan PT KAI (Perscro) dan anak perusahaan serta instansi terkait lainnya 
taliun buku 2015 s.d. semester I 2017.

Pcmeriksaan bertujuan unruk menilai apakah perusahaan telah mcrancang dan 
melaksanakan pcngendalian intern secara memadai untuk pengamanan dan 
pcngelolaan Aset Non Produksi telah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang bcrlaku.

Kesimpulan
Pcngelolaan Aset Non Produksi TA 2015 s.d. semester I 2017 pada PT K_AI 
belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian/peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Temuan, Permasalahan dan Rekomendasi 

1. Temuan dan Permasalahan
Terdapat perbedaan persepsi atas status tanah pada Batas Ruang 
Milik Jalan KA {Right of IFaj/ROW) antara PT KAI dengan 
Dtrektorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 
(DJKA Kemenhub) pasca ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 
Hal tersebut mengakibatkan penj-ajian aset tetap dalam laporan kcuangan 
masing-masing pihak kurang dapat divakini kewajarannya yaitu senilai 
batas rumija/ROW seluas 5.5.025.561,36 m2 sebesar 
Rpl4.988.015.516.907,50. Selain im terdapat potensi kehilangan 
pendapatan sewa pada jalur ROW sebesar Rp542.602.076.939,84 dan 
pengenaan biaya pengawasan tanpa dasar hukum yang jelas mengakibatkan 
potensi kerugian perusahaan atas tidak diperpanjangnya Perjanjian 
Kerjasama (PKS) sewa dari pemanfaatan ROW.

Rekomendasi BPK
a. Pemerintah mclalui Mcnteri Perhubungan mcnegaskan mengenai 

status tanah pada ROW;
b. PT K.M mcningkatkan koordinasi dengan DJK.\ Kemenhub untuk 

mendapatkan pemahaman yang sama atas penyajian data ROW dalam 
laporan kcuangan; dan

c. DJK.3 Kemenhub menginfokan dalam laporan kcuangan terkait aset 
tetap adanya double counting tersebut
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2. Temuan dan Permasalahan
Tanah PT KAI seluas 504.871,56 m2 diduduki oleh pihak lain dan 
seluas 37.724,50 m2 ddak jelas keberadaannya 
Hasil pemeriksaan atas asct tanah di bcbcrapa lokasi dikctahui bahwa 
tccdapat permasalahan pcnjagaan asct tanah sebagai berikut.
a. Tanah PT KAI diduduki pihak lain dcngan bukti barn dan rerdapat 

scrripikat di atas tanah PT
b. Tanah PT KAI tidak jelas kcbcradaanya.

Rekomendasi BPK
a. Pemcrintah melalui Mcnteri Pcrhubungan menegaskan mengenai 

status tanah pada ROW' dan DJKA Kcmenterian Pcrhubungan supava 
sccara tegas mclaksanakan penugasan pcnvclenggaraan prasarana 
dalam hal pengusahaan prasarana sccara optimal kepada PT Iv.\I sesuai 
dcngan KP No. 219 Tahun 2010;

b. Dircksi PT K.-\I agsir:
1) Bcrkoordinasi dcngan BPN untuk:

a) Memastikan kcbcradaan tanah PT KAI vang diduduki dengan 
bukti baru di Stasiun Pcsing, di Kcrapang dan Sawah Brcbes 
Bandar Lampung scrta melakukan upava hukum apabila tidak 
terdapat pcnvclcsaian melalui ktjordinasi dengan BPN;

b) Memastikan status tanah FI’ KAI yang tcrmasuk dalam Sultan 
Ground di DAOP 6 \’og\';ikarra kcmudian mcmproses 
sertipikat atas tanah yang tidak tcrmasuk kc dalam Sultan 
Ground dan bcrkoordinasi dcngan pihak Kcraton Vogyakarta 
atas tanah yang tcrmasuk kc dalam Sultan Ground.

2) Mcmpertanggungjawabkan kepada RUPS atas tanah vang telah 
dinyatakan kalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap 
{inckracbt) sctclah itu melakukan upaya nyata atas kcpcmilikan tanah 
bcrdasarkan hasil RUPS tersebut atas tanah seluas 14.000 m2 dan 
3.060 m2 yang bcrscngkcta di dacrah lurnatan DAOP 4;

3) Melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak PT IC\I atas 
tanah seluas 1800 m2 dan 3.000 m2 yang bcrscngkcta di daerah 
lurnatan D.VOP 4 Semarang;

4) Mclanjutkan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi )a\va Tcngah 
untuk memastikan pembatalan sertifikat hak milik warga;

5) Melakukan invemarisasi atas asct tanah yang tidak jelas 
keberadaannya dan memastikan status tanah tersebut serta 
mengeluarkan dari daftar aset jika status tanah ddak jelas;
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3.

6) Mcncgur f.xeculivc Vice President of Non Rai/miy Asset (Ii\'P AN) 
yang ddak ccrmat dalam menjalankan pcnjagaan dan pcncrtiban 
aset; dan

7) Mcmerintalikan Kepala DAOP 1,4 dan 6 serta Kcpala Divrc I dan 
IV untuk menginsmiksikan SM Aset melakukan pengawasan sccara 
bcrkala atas aset tanah yang menjadi tanggungjawabnya.

Temuan dan Permasalahan
Pelaksanaan kerjasama PT KAI dengan PT SP tidak optimal dan
berpotensi merugikan kedua belah pihak

Hasil pcmcriksaan kcmbali terhadap dokumcn-dokumcn masing-masing
kontrak kerjasama diketahui hal-hal sebagai berikut.
a. Pekerjaaan pembangunan sesuai PKS No. 1 Tahun 1997 berupa 

shopping centre, ruko dan bangunan lainnya sebesar Rp86.631.000.000,00 
bclum dapat dilaksanakan oleh PT SP;

b. Tunggakan pembayaran atas PKS No. 2 Tahun 1997 sebesar 
Rp3.417.047.100,00 dan pengurusan scrcipikat bclum dapat
dilaksanakan oleh PT SP; 
Tunggakan pembayaran
Rp 1.855.931.250,00 dan 
dilaksanakan oleh PT SP.

PKS No. 3 Tahun 
pengurusan serripikat

1997 sebesar 
belum dapat

4.

Rekomendasi BPK
Dircksi P T KLM agar:
a. Mclaksanakan kewajiban dalam klausul kontrak unmk pengosongan 

dan pembebasan lahan pada PKS No. 2 Tahun 1997 dan PKS No. 3 
Tahun 1997;

b. Segera menetapkan mekanisme serah terima pekerjaan cagar budaya 
dan mcncrima hasil pekerjaan cagar budaya sesuai dengan mekanisme 
yang ditetapkan tersebut; dan

c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan KSO dengan PT SP baik PKS 
No. 1 Tahun 1997, PKS No. 2 Taliun 1997 dan PKS No. 3 Taliun 
1997 dan segera mengadendum perjanjian kerja sama yang 
menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Temuan dan Permasalahan
PT RMU belum membayar kewajiban sewa lahan parkir kepada PT
KAI sejak Tahun 2014 s.d Sem I 2017 sebesar Rp88.S28.785.965,00
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Bcrdasarkan data-data, analisa atas laporan kcuangan TA 2015 s.d 2017 
semester I, dan permintaan keterangan yang dipcrolch dari PT RMU 
maupun PT KAl diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Terdapat lahan yang tidak dioperasikan dan tidak produktif dalam 

kontrak sewa lahan parkir, pcnvclcsaian utang piutang yang berlarut- 
larut, dan biaya opcrasional parkir tidak sesuai ketentuan;

b. Terdapat sewa pihak ketiga di atas lahan vang disewa oleh PT RMU 
serta luas lahan tidak sesuai kontrak;

c. Pencatatan beban sewa lahan parkir dan utang relasi kepada FI' KL\1 
tidak Icngkap berindikasi adanva penvajian lap{>ran keuangan yang 
tidak sebenarnya;

Rekomendasi BPK
a. Direksi P’l' KAI segera menyusun:

1) Juklak/luknis terkait kerjasama dengan anak perusahaan;
2) SOP atau kebijakan internal untuk melakukan perjanjian kerjasama 

dengan anak perusahaan.
b. Direksi PT KM selaku RUPS PT RMU :

1) Menunjuk auditor independen untuk mereviu Laporan Keuangan 
PT RMU periode Tahun 2013 s.d. 2016 atas pencatatan beban 
opcrasional dan penvajian utang sesuai ketenman vang berlaku;

2) Meminta kepada Direksi PT RMU periode Tahun 2013 s.d. 2016 
untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya dalam memamhi 
ketentuan yang berlaku terkait pen)'usunan laporan keuangan sesuai 
dengan hasil reviu auditor independen tersebut.

c. Direksi P'l' K.\l selaku RUPS PT RMU memberiksan sanksi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku kepada Komisaris PT RMU periode 
taliun 2013 sampai dengan 2016 vang telah lalai dalam mematuhi 
ketentuan yang berlaku terkait penvusunan laporan keuangan maupun 
klaiisul kontrak.

5. Temuan dan Rekomendasi
PT KAPM belum membayar kewajiban sewa lahan kepada PT KAI 
sebesar Rpl5.7S9.441.536,00

BPK melakukan sumpHns, atas kerjasama dengan PT K.\PM, dan diketahui 
terdapat permasalahan yaitu:
a. Terdapat keterlambatan pembayaran sewa lahan dan kegiatan 

pembangunan jembatan niaga, gedung parkir serta komplek pertokoan 
di stasiun latinegara jakarta I'imur tidak akuntabel dan tidak sesuai 
dengan target;
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b. Terdapar kctcrlambatan pembayaran sewa lahan dan pcmbangunan 
komplck pcrtokoan diinanfaatkan oleh PT KAPM-1;>T Mega Dasa 
Semesta JO melebihi luas lahan yang disewa dari PT IC\I scluas 128,93 
m2;

c. Terdapat kctcrlambatan pembayaran sewa lahan dan bclum diatur 
klausul mengenai pembagian penyertaan modal, profit sharing serta 
pengclolaan JO PT KAPM-PT Mahakarj^a \hvperty untuk 
pcmbangunan hotel dan pusat pcrbelanjaan/mall;

d. Terdapat penvajian beban usaha PT KAPM TA 2016 sebesar 
Rp42.091.671.915,00 yang mcrupakan beban usaha T.\ 2014 dan T.\ 
2015.

Rekomendasi BPK
a. Direksi PT IC\I memberiksan sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku kepada:
1) \b<ecul'm Vice President of Asset Commerdaliryiiion (liVP AC) I5!’ 

IC\I yang kurang optimal dalam memberikan arahan kepada 
Manager Jjrngterm Partnership terkait monitoring pengclolaan objek 
perjanjian jangka panjang dengan PT 1C\PM dengan lingkup 
kegiatan mclaksanakan evaluasi secara periodik terhadap 
pelaksanaan perjanjian yang meliputi pcmbangunan, perawatan 
dan penyerahan kembaU tanah dan bangunan;

2) Manager longterm Partnership yang kurang cermat dalam mclakukan 
koordinasi dengan koordinator pengusahaan aset di daerah 
terkait monitoring pengclolaan objek perjanjian jangka panjang 
dengan PT IC\PM dengan lingkup kegiatan mclaksanakan 
evaluasi sccara periodik terhadap pelaksanaan perjanjian yang 
meliputi pcmbangunan, perawatan dan penyerahan kcmbali 
tanah dan bangunan.

b. Direksi PT K.\PM untuk:
1) Melakukan evaluasi dan perulaian atas pelaksanaan JO yang tclah 

terjadi serta menilai kcmbalimitraJO apakah sudah mendapatkan 
mitra yang sehat dan mampu untuk mclaksanakan kerja sama JO 
yang menguntungkan kedua belah pihak;

2) Membavar kewajiban sewa lahan kepada PT FCM sesuai dengan 
surat pemyataan pengakuan utang;

.3) Memberikan masukan dengan mitra JO dhi. PT Pacific Prima 
Buana Mas untuk menvesuaikan pembayaran kepada rckanan 
yaitu P'r Graha Katya Semesta atas adanya denda yang belum 
dikenakan minimal sebesar Rp434.970.000,00 dan addendum
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kontrak atas potcnsi kclcbihan pcmbavaran atas ircm-item vang 
ridak wajar yang masuk kc dalam R.\B daJam SPK (Surat Pcrintah 
Kcrja) minimal scbcsar Rp392.534.773,50;

4) Mcmberiksan sanksi sesuai dengan ketcntuan yang berlaku 
kcpada \T Propcm- PT KAPM yang ddak mclaksanakan tupoksi 
terkait manajemcn pcrcncanaan dan pclaksanaan provek 
kerjasama opcrasi dengan micra kcrja sama dengan sccara cermat 
dan bertanggungjawab.

c. Dircksi PT ICU selaku RUPS PT KAPM :
1) Menunjuk pihak auditor independen untuk mereviu laporan 

kcuangan PT KAPM periode Tahun 2014 s.d. 2016 atas 
pcncatatan beban operasional dan penvajian utang sesuai 
ketcntuan yang berlaku;

2) Meminta kepada Dircksi PT KAPM periode Tahun 2014 s.d. 
2016 untuk memportanggung jawabkan kelalaiannva dalam 
mcmatuhi ketcntuan yang berlaku terkait penvusunan laporan 
kcuangan sesuai dengan hasil re\nu pihak auditor independen 
tersebut;

d. Dircksi FI' KAI sclaku RUPS PT ICVPM memberiksan sanksi sesuai 
dengan ketcntuan yang berlaku kepada Komisaris PT KLVPM periode 
Tahun 2014 s.d. 2016 vang telah lalai dalam mematuhi ketcntuan vang 
berlaku terkait penvusunan laporan keuangan maupun klausul kontrak.
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PEMERIKSAAN DENCAN TUJUAN TERTEKTU

PENYELENCCARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM (PSO) 
BIDANC ANCKUTAN KERETA API PELAYANAN I^LAS 
EKONOMI TAHUN ANCCARAN 2017 PADA PT KERETA API 
INDONESIA (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN SERTA 
INSTANSl TERKAIT
Ol JAKARTA DAN 3AWA BARAT

Pcrtxitungan PSO PTKfl/ Tfl 2017 (Horcksi BPH)
Koreksi BPK Dana Yang Diterima lebih (Kurang) Bayar

Sumbcr. LHP POTT PT KAI PSO TA 2017

3 Temuan

18 Rekomendasl Temuan Pemeriksaan
Tata cars perfiitungan dan penetapan tartf angkutan orang dengan 
kereta api belum nnci dan memaaal serta belum ditetapkan Standard,I api
Cosrsebagal dasar penyusunan tarif

Laporan Partanggungjawaban Penyelenggaraan Kewajiban 
Pelayanan Publik Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi 

I Tahun 2017 belum disusun secara memadal

Ketentuan formal atas transaksi antara PT KAI (induk) dan PT KCi (anak) 
yang terelimlnasi dalam LK Konsolldaslan PT KAI betum diatur dan terdapat 
pendapatan Bersama (joint revenue) darl sewa kereta makan pada kereta 
PSO belum diperhitungkan dalam tarif PSO kereta Non KRL

belum memadal dan PT KAI belumData SAP Controlling 
menetapkan tarif pars! 
belum berdasarkan pada volume penumpang

(COPA)
iai untuk Kereta Ekonomi PSO serta kontrak

ygstmpufgn |
Kewajiban pemerintah kepada PT KAI terkait dengan PSO adalah sebesar 
Rpl.682.982370,17 sementara kompensasi dana yang diberikan adalah sebesar 
Rp2.066.701.261^56,00 sehingga terdapat selisih lebih bayar dana PSO 2017 
sebesar Rp3S3.718.B91.009,23.
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Pendahuluan
Pcmcriksaan bcrtujuan untuk mcnilai kcwajaran atas kompensasi PSO bidang 
Angkutan Kcreta Api Pelayan Kclas Ekonomi Tahun Aiiggaran 2017 pada PT 
K.\] dan anak perusahaan serta instansi rcrkait tclah dilakukan scsuai dcngan 
ketenman yang berlaku.

Pcmcriksaan \-ang dilakukan mclipuri pcnyctcnggaraan kewajiban pelavanan 
umum (PSO) bidang angkutan kcrcta api pelayanan kclas ekonomi bcrdasarkan 
PP No. 124/2015 tcntang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi, Angkutan 
Perinris Bidang Perkcretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Pcrkerctaapian 
Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Pcrkerctaapian 
Milik Negara.

Bcrdasarkan pcrhitimgan PSO PT K.VI untuk TA 2017 disebutkan bahwa biava 
yang dibebankan P'l' KAl terkait dcngan PSO dari pcrjalanan KRl, vang diambil 
dari P‘1' KCI dan Non-KRI. yang diambil dari biaya-biaya RT KAl dapat dilihat 
pada tabel berikut:

Non-
KRL
KRL
Total

Biaya PSO

827.995.251.853.44

1.033.116.428.075,00
1.861.111.679.928,44

Dana Yang 
Diterima 

805.089.624.415,84

1.261.611.637.141,00
2.066.701.261.556,84

Lebih (Kurang) 
Bayar

(22.905.627.437,60)

228.495.209.066,00
205.589.581.628,40

Dari biaya-biaya diatas, BPK mcnemukan adanva korcksi negative pada biaya 
KRL yang menyebabkan biaya PSO diatas berkurang menjadi sebesar 
Rp854.987.118.694,17. Sehingga, terdapat kclebihan bavar atas dana PSO KRL 
oleh Pemerintah sebesar Rp406.624.518.446,17.

Sedangkan sccara kcscluruhan, atas dana PSO pada biava KRL dan Non-KRL 
terdapat kclebihan bayar sebesar Rp383.718.891.009,23 (Rp406.624.518.446,17 
- 22.905.627.437,60) . Selain perhitungan diatas, juga terdapat kekurangan 
penerimaan sebesar Rp774.384.778,00 dari hasil pclelangan .\TDO dcngan PT 
.\rtama Global.

Kesimpulan Pemeriksaan
Hasil pcmcriksaan menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah kepada PT K.-U 
terkait dcngan PSO adalali sebesar Rpl.682.982.370,17 sementara kompensasi 
dana yang diberikan adalah sebesar Rp2.066.701.261.556,00 sehingga terdapat 
selisih lebih bayar dana PSO 2017 sebesar Rp383.718.891.009,23.
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Temuan, Permasalahan dan Rekomendasi

1. Temuan dan Permasalahan
Tatacara perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang dengan 
kereta api belum rinci dan memadai serta belum ditetapkan 
Standard Cost sebagai dasar penyusunan tarif

Permasalahan yang dapat dijabarkan, sebagai bcrikut:
a. Pedoman pcnwisunan tarif \ ang ditetapkan olch pemerintah belum 

rinci dan belum terdapat batasan yang pasta;
b. Ketentuan pcralilian dalam pasal 15 PM 17/2018 tidak dapat 

dibcrlakukan dalam perhitungan PSO Tahun 2017;
c. Pen\'usunan belum menetapkan standard cost sebagai dasar dalam 

penvusunan tariff.

Rekomendasi BPK
Dircksi PT KAI berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk 
menyusun pedoman penyusunan tarif yang rinci dan memadai dalam hal 
komponen maupun formulasi yang sesuai dengan koordinasi senyatanya 
perusahaan, serta berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Bidang 
Perkcretaapian dan Direktur Jenderal Anggaran agar menetapkan standard 
cost yang dijadikan sebagai dasar penvusunan tarif badan penyelenggara 
sarana.

2. Temuan dan Permasalahan
Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kewajiban 
pelayanan publik angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi 
Tahun 2017 belum disusun secara memadai

Dari hasil pemeriksaan terdapat permasalahan sebagai bcrikut:
a. Laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya mengacu kepada 

fomiat Pengguna Anggaran Kemcntcrian Keuangan sesuai surat DJA 
Nomor S-2224/AG/2017 ranggal 27 Oktober 2017;

b. Laporan pertanggungjawaban atas kereta non KRJ^ yaitu kereta jarak 
jauh, jarak sedang, KRD dan tambahan Icbaran yang disusun oleh PT 
K,\I belum memadai;

c. Laporan pertanggungjawaban atas kereta KRL yang disusun oleh PT 
KCI belum memadai;

Rekomendasi BPK
Direksi PT tC\l agar berkoordinasi dengan Direktorat jenderal 
Perkcretaapian selaku KPA untuk memenuhi intruksi Direktorat jenderal
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Anggaran sclaku PA PSO kcrcta api dalam pclaporan PSO KAI TA 2U17, 
scrta mcnginstruksikan unit PSO PT IC.\1 dalam pclaporan 
pcrtanggungjawaban kcrcta non KRJ. sesuai kctcntuan yang bcrlaku. 
Kemudian mcnginsmiksikan dircksi FI' KCI unruk memcrintahkan unit 
PSO PT KCI supaya mcmoisun laporan pcrtanggungjawaban kcrcta KRJ, 
sesuai kctcntuan vang bcrlaku.

3. Temuan dan Permasalahan
Ketentuan formal atas transaksi antara PT KAI (induk) dan PT KCI 
(anak) yang tereliminasi dalam LK Konsolidasian PT KAI belum 
diatur dan terdapat Pendapatan Bersama (joint revenue) dari sewa 
kereta makan pada kereta PSO belum diperhitungkan dalam tarif 
PSO kereta Non KRL
Pemcriksaan atas LPj PSO Bidang Kcrcta Api Penumpang Kclas Ekonomi 
yang disampaikan diketahui sebagai berikut:
a. Kctenman formal atas transaksi antara 1>T KAI (induk) dengan PT KCI 

(anak perusahaan) vang tereliminasi dalam Laporan Konsolidasian FI' 
1C\I belum diatur dan belum diperhitungkan dalam LP) PSO Kelas 
iikonomi pada kcrcta non KRJ.

b. Terdapat Pendapatan Bersama (josn revenue) atas sewa kcrcta makan \’ang 
belum diperhitungkan dalam tarif PSO kelas ekonomi pada kereta non 
KRL.

Rekomendasi BPK 
Direksi P'l' K\I agar:
Berktjordinasi dengan Dircktur Jenderal perkerctaapian untuk menyusun 
dan menctapkan kctcntuan formal atas transaksi antar induk dengan anak 
yang dapat mempengaruhi kewajaran nilai PSO bidang kereta api 
penumpang kelas ekonomi dan melaksanakan rekomendasi terkait dangan 
penyusunan kajian atas mekanisme perhinmgan pendapat BHP dan sewa 
kereta makan kcdalam komponen tarif PSO, scrta mcngusulkan refisi 
pedoman tarif berdasarkan hasil kajian tersebut. Mengintruksikan CDD of 
revenue and cost consoiidation FI’ KU melakukan analisa perhitungan tarif 
dengan Icbih hemat.

4. Temuan dan Permasalahan
Data SAP Controlling (COPA) belum memadai dan PT KAI belum 
menetapkan tarif parsial untuk Kereta Ekonomi PSO serta kontrak 
belum berdasarkan pada volume penumpang
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Hasil pemcriksaan atas kontrak PSO dan amandcmennya, LPJ, scrta data LR
COPA (Kr-3()) dan SAP HW {umilyxet) dikctahui tcrdapat permasalahan
scbagai berikut:
a. Terdapat pcrbcdaan nilai pcndapatan pada LR KE30 dan analyst;
b. PT K.\I bdum mcnempatkan tarif parsial untuk kereta api ekonomi 

PSO;
c. Bebcrapa kcrcta api jarak jauh seharusnya sudah tidak mcmcrlukan PSO 

dan kontrak PSO bclum berdasarkan pada volume penumpang. 
Rekomendasi BPK

Dircksi 1>T IC\I agar:
a. Memperbaiki aplikasi COPA dan mengintruksikan untuk dilakukan 

pengujian kepada masing-masing unit/user atas validasi informasi yang 
dihasilkan dari aplikasi (X)PA;

b. Berkoordinasi dengan Mcntcri Perhubungan dan Dircksi PT 1C\I 
menctapkan tarif parsial berdasarkan jarak tempuh riil yang dilalui 
penumpang (setelah mcncapai ritik BMP);

c. Berkoordinasi dengan direktur jendcral perkeretaapian untuk 
menyamakan pclakukan PSO dalam kontrak antara kcrcta antar kota, 
kereta perkotaan (KRD Lokal) dengan kereta perkotaan listrik (KRL).
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PEMERIKSAAN DENCAN TUJUAN TERTENTU
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (KPP) 
BIDANC ANCKUTAN LAUT PENUMPANC KELAS EKONOMI 
ANCKUTAN DALAM NECERI TAHUN ANCCARAN 2017 PAOA 
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ANAK 
PERUSAHAAN SERTA INSTANSITERKAIT
Dl JAKARTA, BATAM, SEMARANC, SURABAYA, KENDARI DAN 
SORONC

Temuan
O

Rekomendasi

Kesimpulan
PT Pelni dalam menjalankan KPP bidang Angkutan Laut Penumpang 
Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri TA 2017 belum sepenuhnya 
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Temuan & 
Permasalahan 
yang menjadi 
sorotan

Laporan pertanggungjawaban Kewajiban Pelayanan Publik 
Tahun 2017 belum disusun secara memada:

Peraturan terkait komponen biaya yang dapat dibebankan 
J dan pelaksanaan pembebanan beban pokok Kewajiban 
^ Pelayanan Publik (KPP) Tahun 2017 belum memadai

Reaiisasi Saiuan Dasar Unit Muatan (SDUM) PT Pelnt 
3 belum menggambarkan jumlah, kondi$i penumpang 

ekonomi dan muatan yang sebenarnya

Kelentuan perhiiungan pendapatan penumpang lamnya, 
pendapatan bcr$ama (Join! Revenue) dan pendapatan muatan 
pada kapal penumpang yang mendapal penugasan KPP belum 
diaiur

1 Potensi Kerugian
Rpl.387.770.000,00

httpu^kijiakn.dpr.go.id/
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Pendahuluan
Fcmcriksaan dilakukan atas \yV Fclayaran Nasional Indonesia (Persero), di 
Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan anak perusahaan serta instansi terkait, di 
Jakarta, Batam, Tanjung Pinang, Semarang, Surabaya, Baubau dan Sorong 
dengan lingkup pemeriksaan terhadap perhimngan dan pclaksanaan kompensasi 
KPP Bidang Angkutan Laut Penumpang Kclas P^konomi Angkutan Dalam 
Negeri Tahun Anggaran 2017 periode 1 Januari sampai dengan 31 Dcsember 
2017.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mcnentukan nilai wajar atas kompensasi 
Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) Tahun Anggaran 2017 yang dibayarkan 
Pemerintah dan menilai kesesuaian pelaksanaan KPP bidang .Angkutan Laut 
Penumpang Kelas Lkonomi Angkutan Dalam Negeri TA 2017 pada PT 
Pelavaran Nasional Indonesia (lJcrscro) dan Anak Perusahaan serta Instansi 
Terkait dengan ketennian/peraturan perundang-undangan yangberlaku.

PT Pelni telah menghitung pertanggungjawaban dana KPP TA 2017 sebesar 
Rp2.060.573.B73.160,27. Dana KPP T.\ 2017 yang sewajamya dapat ditcrima 
oleh Pr Pelni berdasarkan hasil pemeriksaan BPK adalah sebesar 
Rpl.906.905.507.414,77. PT Pelni telah mcnerima dana KPP T.\ 2017 sebesar 
Rpl.908.416.074.640,12, sehingga terdapat kelcbilian dana KPP TA 2017 sebesar 
Rpl .510.567.225,35 vang hams dikembalikan oleh PT Pelni kc Kas Negara atas 
pclaksanaan KPP Tahun 2017.

Dalam koreksian tersebut diketahui bahwa realisasi HPP pada 26 kapal lebih 
tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari pembayaran 
penumpang. Persentase HPP terbesar dibandmgkan dengan pendapatannya 
yaitu pada K1;C Jet Liner sebesar 1.679%, KM Sangiang 1.142,42% dan KM 
Wilis 874,56"/o.

Kesimpulan
Berdasarkan pemeriksaan, PT Pelni (Persero) dalam menjalankan KPP bidang 
Angkutan Laut Penumpang Kelas blkonomi .Angkutan Dalam Negeri TA 2017 
belum sepenuhnya mcmatuhi peraturan pemndangan yang bcrlaku.

Temuan, Permasalahan dan Rekomendasi 

1. Temuan dan Permasalahan
Laporan pertanggungjawaban Kewajiban Pelayanan Publik Tahun 
2017 belum disusun secara memadai
'I'crdapat beberapa permasalahan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut;
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b.

c.

'i'crdapat beban-beban yang telali dikorcksi olch KPA dalam vcrifikasi 
administrasi dan lapangan pada I.aporanPcrtanggungjawaban 
{unaudited) KPP Tahun 2017;
Aplikasi Oracle li-Business Suit (EBS) Vi nance Management belum efektif 
dalam mcnghasilkan laporan pcrtanggungjawaban Kewajiban 
Pciayanan Publik (KPP) vang memadai;
Laporan pcrtanggungjawaban KPP bclum dircviu olch Satuan 
Pengawas Internal;

Rekomendasi BPK
Dircksi PT Pclni agar:
a. Mcmbcrikan sanksi sesuai ketentuan kepada VP PSO vang ridak 

ccimat dalam mclakukan monitoring penvusunan Laporan 
Pcrtanggungjawaban KPP 'I’ahun 2017;

b. Mcmbcrikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kcpala Kantor Cabang 
yang tidak cennat dalam mclakukan monitoring kesesuaian input data kc 
dalam aplikasi;

c. Mcmcrintahkan Divisi Akuntansi Kantor Pusat unmk mclakukan 
pengawasan terhadap input data pendapatan dan biaya vang dilakukan 
olch Manajer Akuntansi Kantor Cabang; dan

d. Menvusun dan mcnctapkan SOP terkait dengan reviu Laporan 
Pcrtanggungjawaban KPP oleh pengawas internal sebclum 
disampaikan kepada KPA.

2. Temuan dan Permasalahan
Peraturan terkait komponen biaya yang dapat dibebankan dan 
pelaksanaan pembebanan Beban Pokok KPP Tahun 2017 belum 
memadai

Hasil pcmcriksaan atas Peraturan Menteri dan Perjanjian KI^P terkait 
penyclenggaraan KPP Angkutan Laut Penumpang likonomi TA 2017, 
ditemukan pcrmasalahaan sebagai berikut:
a. PM 65 Tahun 2015 belum mengatur biava-biava yang tidak dapat 

dibebankan dalam pcrtanggungjawaban KPP;
b. Permasalahan peraturan terkait komponen biaya yang dapat dibebankan; 

dan
c. Permasalahan pembebanan komponen biaya KPP bclum memadai.

Rekomendasi BPK 
Dircksi PT Pclni agar:
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a. Berkoordinasi dengan Dirjcn Perhubungan Laut Kemcntcrian 
Pcrhubungan untuk:
1) Mcngusulkan rc\*isi PMP NomorPM 65Tahun 2015 kepada Mcntcri 

Pcrhubungan vang mengatur lebih jclas dcfinisi dan batasan tcrkair 
bia\ a-biaya yang dapat dibebankan dan yang tidak dapat dibcbankan 
dalam KPP scrta memusun kontrak pelaksanaan KPP scsuai 
kctcnman yang bcrlaku;

2) Mcnyusun dan menandatangani perjanjian KPP scsuai dengan PMP 
Nomor PM 65 Tahun 2015 dan perubahannya ;dan

b. Lebih cennat dalam mcnctapkan ketentuan internal pembebanan biaya 
yang dapat dibcbankan kc dalam KPP.

3. Temuan dan Permasalahan
Realisasi Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) PT Pelni belum 
menggambarkan jumlah, kondisi penumpang ekonomi dan muatan 
yang sebenarnya
Basil pcmcriksaan sccara uji peak yang dilakukan atas perhirungan SDUM 
yang dilakukan olch Di\nsi PSO Planning (nama tempat/nama kapal/nama 
aplikasi) masih ditemukan permasalahan vang sama padaTahun 2017 sebagai 
berikut:
a. Informasi dalam tabel silang tidak seragam, penginputan nilai SDUM 

dilakukan sccara manual, dan terdapat mfsr container tidak tercatat;
b. Perhirungan SDUM terkait muatan kendaraan bclum seragam dan tidak 

ada standar baku atas 1 KP dalam perhirungan SDUM muatan di atas 
kapal;

c. Data vang diinput dalam perhitungan SDUM belum seluruhnya scsuai 
dengan data tabel silang.

Rekomendasi BPK
Dircksi FI' Pelni agar:
a. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pcrhubungan Laut 

Kementerian Perhubungan unmk mcngusulkan revisi KM 57 Tahun 
2006 terkait dengan penentuan SDUM muatan yang wajar kepada 
Mcntcri Pcrhubungan;

b. Mcnyclesaikan rekomendasi BPK terkait implcmentasi sistem 
informasi administrasi penumpang dan muatan di atas kapal sccara 
konkrit, serta berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan terkait 
ketentuan SDUM sccara detail dan jelas;
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c. Mempcrbaiki aruran tcrkait unit yang bcrtanggung jawab melakukan 
evaluasi dan monitoring atas kelengkapan dan kchandalan data 
penumpang dan muatan dalam tabel silang kapa!;

d. Menjojsun dan mcnctapkan ketentuan internal tcrkait formulasi 
perhitungan SDUM sccara detail, jelas, dan rclcvan.

4. Temuan dan Permasalahan
Ketentuan perhitungan Pendapatan Penumpang Lainnya,
Pendapatan Bersama (Joint revenue) dan Pendapatan Muatan pada
Kapal Penumpang yang mendapat penugasan KPP belum diatur

Uraian permasalahan rersebut adalah sebagai berikur.
a. Belum terdapat acuan formal atas pendapatan tcrkait penumpang dan 

pendapatan bersama (Joint nvenue) pada K.PP;
b. Belum terdapat acuan formal atas pendapatan muatan di atas kapal 

yang mcmperoleh penugasanKPP;

Rekomedasi BPK
Direksi PT Pelni agar berkoordinasi dengan Direktorat Jcnderal
Perhubungan Laut Kemcnterian Perhubungan untuk:
a. Mengusulkan kepada Menteri Perhubungan ketentuan perhitungan 

kompensasi KPP vang wajar khususnva untuk perhitungan pendapatan 
penumpang ekonomi dengan memperhatikan adanya pendapatan 
bersama (joint ivveniii) atas pendapatan muatan dalam kapal yang sama;

b. Menvusun kajian tcrkait perhitungan kompensasi atas penyelenggaraan 
KPP angkutan laut penumpangkclas ekonomi yang efisien bagi 
kcuangan negara.
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PT JASA MARGA (PEI^i
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendailan Biaya 
dan Kegiatan investasi Tahun 2015 dan 2016 di Provinsi DKt Jakarta, 3awa Barat, Jawa Tengah. dan 
3awa Timur

Hasil Pemeriksaan

20 > 29 > •«)
Temuan Perrna^olioi^r Kekomenda^i

^ Nilai TemuanNilai Temuan ^

Rp180.482.170.180,00*

S <erugkan 13 S. Kekurorigan & ^ 
Penermaon Z L

Ke+itAak-hemo+ian 3
Rf7.1707M.S44,00* Rp167.<H0.405.058.00* Rf5.321.060.OT.00*

I 1
+emuan y<ana +el<ah 

di+indak-bnju+i doli^ pro^e9 
pemerik<5Ckan

Rj7l9.781.400,00*

') Sumber; LHP DTT PT Jasa Marga (Persero).Tbk. Semester I Tahun 2018

KeSimpulan Pemeriksaan
Direksi PT JM beserta anak perusahaannya belum dapat secara optimal menerapkan sistem 
pengendailan internal yang telah disusun dalam rangka mengamankan kekayaan perusahaan sehingga 
masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perbaikan dari Direksi PT JM

Terdapat beberapa permasalahan dalam kegiatan pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya dan 
kegiatan Investasi sehingga kegiatan-kegiatan yang dllakukan oieh PT JM beserta anak perusahaan 
belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Pendahuluan
Pcmcriksaan ini bertujuan unuik mcnilai kcscsuaian pcngelolaan pcndapatan 
usaha, pcngcndalian biava dan kcgiatan invcsrasi pada PT [asa Marga (Perscro), 
Tbk (Fr |M) scrta anak pcrusahaan Tahun 2015 dan 2016 dcngan kctcntuan dan 
pcramran pcrundang-undangan yang berlaku.

Hasil pcmcriksaan mcngungkapkan 2o tcmuan yang mcmuat 29 pcmasalahan 
dan 40 rekomcndasi, dtmana pcrmasalahan rcrsebut mcliputi 9 pcimasalahan 
kerugian ncgara senilai Rp7.170.704.844,00-; 2 pcrmasalahan kekurangan 
pcncrimaan senilai Rp 167.990.405.058,00-; dan 3 pcrmasalahan ketidakhematan 
senilai Rp5.321.060.277,00. Adapun rincian pcnnasalahan tersebut dapar dilihar 
pada tabcl berikur:

Rincian Pcrmasalahan atas Ketidakpatuhan pada Pcngelolaan 
Pcndapatan Usaha, Pengendalian Biaya, dan Kcgiatan Investasi PT JM

Klasifikasi dan Pcrmasalahan Nilai

Kerugian

• Terdapar sclisih Icbih volume pekerjaan lapis 
ulang sebesar Rpl9.781.90(),00. Hal tersebut
telah ditindaklanjuti oleh PT JM dcngan 
melakukan pemotongan pada pembayaran 
retensi kepada rekanan.

Rpl9.781.900,00

• Terdapat volume pekerjaan penganiran dan 
pengamanan lalu lintas scrta pekerjaan 
pergerakan peralatan siruppim^ dan pengaspalan 
yang ridak la)'ak dibayarkan sebesar
Rpl.044.785.140,00

Rpl.044.785.140,00

• Terdapat kelcbihan pembavaran sebesar 
Rpl8.4lO.O40,00 atas duplikasi perhitungan 
overhead, dan terdapat indikasi kelcbihan 
perhitungan biava mobilisasi kendaraan satuan 
tugas dan operasional per bulan sebesar 
Rp41.307.750,00

Rp59.717.790,00,00

• Terdapat kelcbihan pembavaran beberapa item 
pekerjaan yang diakibatkan perhimngan .\HS 
vang tidak sesuai spcsifikasi vang ditetapkan

Rp86o.364.092,00
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• Terdapat dokumcn pendukung pekerjaan 
perawatan pcrkcrasan (piUchin^ ridak dapat 
divakini kebenarannya

Rpl .280.457.776,00

• Kelebihan pembayaran sebesar
Rp29.150.000,00 atas pekerjaan yang
berulang/ganda

Rp29.150.000,00

• Terdapat pekerjaan rekonstruksi dan SFO yang 
dilaksanakan pada lokasi yang sama dengan 
pekerjaan Tahun 2015

Rpl.754.595.364,94

• Pembayaran item pekerjaan dowel /wrdan lie bar 
tidak sesuai dengan spesifikasi umum kontrak

Rpl .666.025.259,00

• Terdapat Kelebihan Pembayaran pada 
Pekerjaan Penambahan I.ajur Ruas Kopo- 
Buah Batu ]alur B pada jalan Tol Padalarang — 
Cileunvi Tahun 2015

Rp455.827.522,50

Kekurangan Penerimaan

• Mekanisme penatausahaan pendapatan tidak 
sesuai dengan perjanjian pengusaliaan jalan tol 
jembatan Suramadu

Rpl 65.469.198.349,40

• Terdapat beberapa perjanjian pemanfaatan 
lahan jalan tol Surabaya-Ciempol yang telah 
berakhir jangka waktu perjanjiannya dan bclum 
dilakukan perpanjangan kontrak perjanjiannya

Rp2.521.206.708,46

Keddakhematan

• Ketidakkonsistenan menggunakan sepesifikasi 
umum kadar aspal efektif pada /<?/» Mix Vormula
(jiMlO

Rp229.619.508,81

• Pcncampuran agregat tidak sesuai spesifikasi 
kontrak dan terdapat indikasi pemborosan 
kuanritas aspal sebesar Rpl.350.924.398,()0

Rpl.350.924.398,60

• Terdapat klausul G.52.2 dalam Ketentuan 
Umum Kontrak yang tidak rclevan

Rp3.740.516.370,00.

Sumbcr: 1,HP DTI' PT jasa Marga (Perscro) Tbk, Semester I 2018.
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Pembahasan
Adapun tcmuan basil pcmcriksaan BPK vang akan dibahas pada bagian ini 
adalah permasalahan-pemiasalahan vang perlu mendapat perhadan antara lain 
sebagai berikut:

1. Temuan dan Permasalahan
Pelaksanaan pengusahaan jalan tol Jembatan Surabaya Madura tidak 
sesuai perjanjian

Hasil pcmcriksaan atas pelaksanaan perjanjian pengusahaan jalan tol 
jembatan Suramadu beserta dokumen pendukungnva diketahui terdapat 
beberapa permasalahan sebagai berikut:
a. Pembukaan rekening bersama penampungan dana pendapatan jalan tol 

jembatan Suramadu ddak dilaksanakan.
b. Penandatanganan perjanjian antara PT |M dan BP)T tcrlambat dan 

ddak sesuai dengan ketentuan dalam penetapan pemcnang pclclangan.
c. Mekanisme penatausahaan pendapatan tidak sesuai dengan perjanjian 

pengusahaan jalan tol jembatan Suramadu.
d. PT JM belum mendapatkan pembayaran atas biava pengusahaan jalan 

tol jembatan Suramadu.
e. BPWS bukan merupakan Badan La\-anan Umum (BLU) sehingga tidak 

dapat melakukan Pola Pcngelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum 
(PPK BLU).

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT JM belum mendapatkan 
pembavaran atas biava pengusahaan jalan tol jembatan Suramadu selama 5 
(tahun) minimal sebesar Rpl65.469.198.349,40 dan belum ada kejelasan 
atas penvelesaian pembavaran, serta PT |M tidak dapat segera 
menggunakan dan mcmanfaatkan hasil pcncrimaan dari pembayaran atas 
biava pengusahaan jalan tol Jembatan Suramadu.

Rekomendasi BPK:
BPK merekomendasikan kepada Direksi PT JM agar:
a. Mclaksanakan perjanjian pengusahaan jalan tol jembatan Suramadu 

secara tegas dan melakukan koordinasi dengan para pihak terkait untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut;

b. Melakukan penagihan biava pengoperasian jalan tol kepada 
Kementerian PUPR sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. Temuan dan Permasalahan
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Terdapat perbedaan nilai penggantian biaya operasi dan 
pemeliharaan atas pengoperasian Simpang Susun Karawang Barat

Hasil pemeriksaan aras dokumcn pcngclolaan dan pengoperasian Simpang 
Susun Karawang Barat beserta dokumcn pendukungnya diketahui hal-hal 
sebagai berikut.

a. PT Maligi belum mclakukan pembayaran defisit biaya operasi dan 
pemeliharaan (OM) dari tahun 2009 s.d. 2011 sebesar 
Rp7.271.089.222,00. PT JM juga belum mclakukan Berita .\cara Scrah 
Terima Hak Pengusahaan Proyck dari Dircktorat Jendcral Bina Marga 
Departemen Pekerjaan Umum kepada PTJM.

b. Pada Tanggal 7 Februari 2013, PT JM dan PT Maligi mclakukan rapat 
untuk membahas mckanisme penagihan pembayaran biaya OM untuk 
modifikasi Simpang Susun Gerbang Tol Karawang Barat, dimana 
beberapa hal vang dibahas vaitu kesepakatan pembentukan rim evaluasi 
perhitungan biaya OM. Namun hingga Juli 2015 masih belum ada 
kesepakatan nilai OM Gerbang Tol Karawang Barat 2.

c. Berdasarkan perhitungan pendapatan bangkitan dari PT JM Cabang 
Jakana-Cikampck diketahui bahwa liingga Desember 2016 akumulasi 
pendapatan bangkitan sejak Simpang Susun Karawang Barat 
beroperasi adalah sebesar minus Rpl31.757.296.072 dengan volume 
lalu lintas aktual harian rata-rata tertinggi sebesar 46.245 kendaraan 
pada bulan Juni 2016. Sehingga PT Maligi masih menanggung 
kekurangan biaya OM

d. Berdasarkan Laporan Kcuangan Konsolidasi P'l' JM Tahun 2016 
(audited) diketahui bahwa PTJM mencatat nilai kewajiban FI' Maligi 
sebesar Rp23.217.607.000,0l), dan dilakukan penagihan.

c. Presiden Dircktur PT Maligi menvampaikan surat Nomor 
184/FA/II1/2017 tanggal 14 Maret 2017 kepada Dircktur Utama PT 
JM perihal pembahasan hasil audit biaya operasional dan pemeliharaan 
(OM) GT Karawang Barat 2 'I'W II Tahun 2009 s.d. IW IV tahun 
2016, dimana surat tersebut menjelaskan tentang peninjauan ulang atas 
beberapa item biaya OM.

Hingga pemeriksaan BPK tanggal 20 Juli 2017 diketahui bahwa PTJM dan 
PT Maligi masih belum mcncapai kesepakatan atas nilai tanggungan defisit 
biaya OM yang harus ditanggung PT Maligi seperti disebut dalam 
perjanjian.
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Permasalahan rcrscbut mengakibatkan terdapat tagihan nilai pengganrian 
biaya opcrasi dan pcmeliharaan atas pcngopcrasian Simpang Susun 
Karawang Karat kcpada PT Maligi yang bclum disclesaikan, serta belum 
adanya kejelasan hak pcngusahaan Simpang Susun Karawang Barat.

Rekomendasi BPK
BPK mcrekomcndasikan kcpada Dircksi P'l' |M agar:
a. Mcnyelcsaikan tagihan nil;ii pengganrian biaya opcrasi dan pemcliharan 

Simpang Susun Kerawang Barat kcpada PT Maligi;
b. Berkoordinasi dengan Kcmentcrian PU untuk menvclcsaikan serah 

tcrima hak pcngusahaan Simpang Susun Kerawang Barat.

3. Temuan dan Permasalahan
Pekerjaan pemeliharaan periodik, rekonstruksi jalan dan pengecatan 
marka jalan pada Cabang Purbaleunyi Tahun 2015 dan 2016 tidak 
sesuai ketentuan

Hasil pemeriksaan terhadap dokumcn pengadaan, dokumcn kontrak dan 
dokumcn-dokumen pclaksanaan Pekerjaan S1;0, Rekonstruksi Jalan dan 
Pengecatan Marka jalan Tahun 2015 serta dokumcn pendukung lainnya 
diketahui pennasalahan sebagai berikut:
a. Terdapat perangkapan jabatan dalam proses pengadaan dan 

pclaksanaan pekerjaan;
b. Paniria Pengadaan tidak menvusun HPS;
c. Metode lelang yang digunakan vaitu metode lelang terbatas, tidak 

sesuai ketentuan;
d. Metode pembobotan evaluasi teknis tidak wajar/sesuai ketentuan;
e. GeneralSuperinlemknt (CS) yang ditugaskan di lapangan berbeda dengan 

dokumcn penawaran;
f. Item pekerjaan dan analisa harga satuan (AHS) tidak sesuai dengan 

spesifikasi kontrak, rang mengakibatkan kelebiiian pembavaran 
sebesar Rp860.364.O92,0(1;

g. Dokumen pendukung pekerjaan perawatan perkerasan {patching) tidak 
dapat diyakini kebenarann\a. yang mengakibatkan kelebihan 
pembavaran sebesar Rpl.280.457.776,00;

h. Pcncampuran agregat tidak sesuai spesifikasi kontrak dan terdapat 
indikasi pemborosan kuanritas aspal sebesar Rpl .350.924.398,60;

i. Penambahan item pekerjaan baru pada .\ddendum sebesar 
RpK.435.633.675.00 tidak sesuai dengan ketentuan;

j. Beberapa item pekerjaan telah dilaksanakan mendahului
VowKi1̂!addendum kontrak;
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